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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 16 TAHUN 2020 

TENTANG 

KOMITE MADRASAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan 

pada madrasah, perlu dibentuk komite madrasah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Agama tentang Komite Madrasah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5157); 

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 

90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2101); 

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG KOMITE 

MADRASAH. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam 

binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan 

pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan 

agama Islam yang mencakup raudhatul athfal, madrasah 

ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, dan 

madrasah aliyah kejuruan. 

2. Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang 

beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh 

masyarakat yang peduli pendidikan, dan pakar 

pendidikan. 

3. Bantuan Pendidikan yang selanjutnya disebut  

Bantuan adalah pemberian berupa uang, barang, atau 

jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di 

luar peserta didik atau orang tua/wali dengan syarat 

yang disepakati para pihak. 

4. Sumbangan Pendidikan yang selanjutnya disebut 

Sumbangan adalah pemberian berupa 

uang, barang, atau jasa oleh peserta didik, orang 

tua/wali baik perseorangan maupun bersama-sama 

secara sukarela, dan tidak mengikat Madrasah.  

 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

 

Pasal 2 

Komite Madrasah berkedudukan di Madrasah. 
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Bagian Kedua 

Tugas 

 

Pasal 3 

Komite Madrasah mempunyai tugas mendukung peningkatan 

mutu pelayanan pendidikan Madrasah.  

 

Bagian Ketiga 

Fungsi 

 

Pasal 4 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, Komite Madrasah menyelenggarakan fungsi: 

a. pemberian pertimbangan dalam: 

1. penyusunan kebijakan dan program Madrasah; 

2. penyusunan rencana kerja dan anggaran Madrasah; 

3. penetapan kriteria kinerja Madrasah; 

4. pengembangan sarana dan prasara pendidikan di 

Madrasah;  

b. pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan/atau 

tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah; 

c. pengembangan kerja sama Madrasah;  

d. pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan 

pendidikan; dan  

e. penerimaan dan tindak lanjut keluhan, saran, kritik, dan 

aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan 

masyarakat. 

  

Pasal 5 

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberian pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Komite 

Madrasah dapat menyampaikan pertimbangan kepada Kepala 

Madrasah secara tertulis atau melalui forum rapat. 

 

      

 

 

www.peraturan.go.id



2020, No. 520 
-5- 

Pasal 6 

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Komite 

Madrasah melaksanakan pemberian dukungan finansial, 

pemikiran, dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan 

pendidikan sesuai dengan kebutuhan Madrasah. 

 

Pasal 7 

Dalam menyelenggarakan fungsi pengembangan kerja sama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Komite 

Madrasah: 

a. melaksanakan kerja sama sesuai dengan kebutuhan 

kepala Madrasah; dan 

b. melibatkan pihak internal dan/atau eksternal Madrasah. 

 

Pasal 8 

(1) Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Komite 

Madrasah melakukan pemantauan dan evaluasi.  

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. 

 

Pasal 9 

(1) Dalam menyelenggarakan fungsi penerimaan dan tindak 

lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, 

Komite Madrasah menyediakan media untuk 

penyampaian keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari 

peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat. 

(2) Komite Madrasah melakukan klarifikasi terhadap 

keluhan, saran, kritik, dan aspirasi sebgaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(3) Komite Madrasah menindaklanjuti sendiri atau 

menyampaikan hasil klarifikasi kepada kepala Madrasah 

atau pemangku kepentingan yang lain. 
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